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BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 


/ 

PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR \ TAHUN 2015 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PELAYANAN PERIZINAN DAN BIDANG 
PENANAMAN MODAL KEPADA PEGAWAI BADAN PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIAK 

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA 




BUPATI SIAK, 


Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Pasal 11 ayat (3) Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota, 
Pasal 12 BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) selain penyelenggaraan fungsi 
pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan, melakukan 
fungsi penyelenggaraan penanaman modal; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 ayat 
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah 
berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 13 
ayat (2) bahwa pegawai PTSP dapat diberikan tunjangan 
khusus yang besarnya dietapkan dengan Peraturan 
Bupati/Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Pedoman- Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Terpadu di Daerah, Pasal 16 ayat (2) bahwa 
pegawai yang ditugaskan pada Badan/atau Kantor dapat 
diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah; 

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 
Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan dan Bidang 
Penanaman Modal kepada Pegawai Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana telah diubah 
tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4880) 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 2000 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan dan Alokasi Khusus Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Daam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 931); 


22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak 
Tahun 2012 Nomor 15). 


MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 
KHUSUS PELAYANAN PERIZINAN DAN BIDANG PENANAMAN 
MODAL KEPADA PEGAWAI BADAN PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIAK. 


BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. 

7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. 

8. Penyelengara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten adalah Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. 

9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala 
Daerah dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan 
non perizinan serta fungsi penyelenggaraan penanaman modal. 

10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. 


BAB II 

PENETAPAN CAPAIAN KINERJA 
Pasal 2 

Penetapan Capaian Indikator Kinerja penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Siak sebanyak 39 bidang perizinan sebesar 56% dan 
realisasi investasi penanaman modal. 


BAB III 

PEMBIAYAAN DAN BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PELAYANAN 
PERIZINAN DAN BIDANG PENANAMAN MODAL 

Pasal 3 

(1) Pemberian tunjangan khusus pelayanan perizinan dan bidang penanaman 
modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Siak. 


(2) Besaran pemberian tunjangan khusus pelayanan perizinan dan bidang 
penanaman modal dibayarkan setiap bulannya dari bulan Januari sampai 
dengan bulan Desember pada tahun berjalan yang besarannya ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. 


BAB IV 

PENGANGGARAN PELAKSANAAN 
Pasal 4 


(1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
menyusun penganggaran pemberian tunjangan khusus pelayanan 
perizinan dan bidang penanaman modal kepada Pegawai Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Siak. 

(2) Penganggaran pemberian tunjangan khusus pelayanan perizinan dan 
bidang penanaman modal dikelompokan kedalam belanja tidak langsung 
yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai. 


BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 5 


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 05.a 
Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Pelayanan Kepada Pegawai Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 


Pasal 6 


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. 





Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
Pada tanggal G ^)0!0U(K? 2015 


SEKI \H KABUPATEN SIAK 




Drs. H. mS/HAMZAH 

Pembina Utama Madya 
NIP. 14600125 198903 1 004 


BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 1 



